
 

 

Bimbingan Teknis/Pelatihan-pelatihan kepada 

pengelola PPID 
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TEKNIS 

PENINGKATAN 

KELEMBAGAAN 

D 

 

2025 

 

Tahun 

 

 

 

 

 

A  



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243 

Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id; Laman : http:// diskominfo.jatengprov.go.id 

 

 

Semarang, 27 Juni 2025 

Nomor : 487.22/322 K e p a d a 
S i f a t : Biasa 

Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. 

Hal : Undangan Bimbingan Teknis 

di- 

Direktur BUMD Provinsi Jawa 
Tengah 

 

Tempat 

 

Dalam rangka peningkatan pelayanan data dan informasi publik bagi PPID 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diberitahukan bahwa Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan bimbingan teknis pada: 

 

Hari / Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025 

Jam : 08.00 WIB – Selesai. 

Tempat : Ruang Rapat Literasi Lt 1 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 

Acara : Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Data dan 

Informasi Publik bagi PPID BUMD Tahun 2025 

Peserta : PPID BUMD Provinsi Jawa Tengah 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar menugaskan Pengelola PPID pada 
acara tersebut. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi 
Sdr. Anggi (082225905795/024-8319328). 

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samanya. 
 

 
     KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 
 

 
 
 

 

AGUNG HARIYADI, SE, MM. 

     Pembina Utama Muda  

 NIP.19701202 199003 1 002 
 

 

 
TEMBUSAN : 

 

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

2. Bapak Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang 

diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

mailto:kominfo@jatengprov.go.id
http://diskominfo.jatengprov.go.id/


Notulensi 
Jumat, 4 Juli 2025 Pukul 08.00 WIB – selesai 

Ruang Literasi Diskominfo Prov Jateng 

Nama Kegiatan 
Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bagi PPID BUMD 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 

 
Peserta: 

Kabid Statistik, Koordinator Subkor pelayanan data dan informasi, 8 PPID BUMD dan 
Tim PPID Jawa Tengah 

 

Poin-Poin Pembahasan 
1. Acara di buka oleh Kepala Bidang Statistik Bp. Hita Pratyaksa SE, M.Kom. 

Didampingi oleh Bp. Mashuri ST, MM. 

2. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bagi PPID 

BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dilanjutkan oleh Bp. Mashuri. 

3. Bp. Mashuri menjelaskan bahwa PPID BUMN di lingkup Provinsi Jawa Tengah 

termasuk PPID Pelaksana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur 

Jateng no 43 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Bp Mashuri menyampaikan bahwa struktur PPID Pelaksana di BUMD jawa Tengah 

kurang tepat dan harus diperbaiki sesuai dengan Perki 1 tahun 2021 tentang SLIP, 

disamping hal itu Bp Mashuri memberikan penjelasan tentang bagaimana cara 

penyusunan DIP dan DIK serta tatacara uji konsekuensi sesuai dengan Perki 1 

Tahun 2021 Tentang SLIP. 



4. Sesi pertanyaan dan masukan yang pertama disampaikan oleh Ibu Regina Renis 

dari Jamkrida Jateng menanyakan Apa yang dilakukan PPID Ketika menjawab 

permohonan informasi dari Pemohon yang melebihi dari 10 hari dan Bagaimana 

jika ada hari libur Nasional apakah PPID tetap aktif Ketika hari libur nasional. 

Masukan disampaikan oleh Bp. Raharjo dari JTAB Jawa Tengah menyampaikan 

bahwa PPID adalah pekerjaan tambahan dan meminta supaya Diskominfo selaku 

Pelaksana PPID Provinsi Jawa Tengah aktif dalam menyampaikan update dan 

berita tentang ke PPID an, contoh Kembali mengaktifkan Grub Whatsapp PPID 

BUMD Jateng supaya pelaksana PPID di BUMD jateng selalu update Informasi 

mengenai PPID. 

 

 
Notulen, 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rapat Koordinasi PPID BUMD 

Provinsi Jawa Tengah 
 
 
 
 

 
04 Juli 2025 



 

 

• SK PPID 

• SK DIP 

• SK DIK 

 
 

 

SOP 

 
 

 
Maklumat 

Pelayanan 

LEGALITAS 
OPERASIONAL PPID 

 



01 

PERDA JATENG 

NOMOR 6 TAHUN 2012 

PERGUB JATENG 

NOMOR 43 TAHUN 2023 

02 

PEMERINTAH PROVINSI 

JAWA TENGAH 

 

REGULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DI JAWA TENGAH 

 

 



KELEMBAGAAN PPID 
KEPUTUSAN GUBERNUR JATENG NOMOR 487.22/8 TAHUN 2024 

 
 

PPID 
PPID 

PELAKSANA 
SKPD 

PPID 
PELAKSANA 

BUMD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DINAS KOMINFO 

PROV. JATENG 

4 2 S K P D 

PROV. JATENG 

8 B U M D 

PROV. JATENG 
 

 
 



 
 

 
SK PPID 

PELAKSANA 

 
PT. SPJT 



CONTOH SK PPID PELAKSANA 
DP3AKB PROV. JATENG 



SARANA DAN PRASARANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Website & Medsos 3. Ruang Penyimpanan Arsip & 
Dokumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Ruang Khusus PPID 4. Digitalisasi Dokumen 



RAMAH DISABILITAS 

Pasal 5 
Ayat 5 

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik wajib 
memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang 

Disabilitas. 

Pasal 24 
Ayat 5 

Pengumuman dan penyebarluasan 
Informasi Publik paling sedikit dilengkapi 

dengan audio, visual, dan/atau braille 



KATEGORI PEMOHON 
INFORMASI 

 
1 Pemohon Informasi Perorangan 

 
2 Pemohon Informasi Badan Hukum 

 

3 Pemohon Informasi Kelompok 
Orang 

 

 
Sumber : PerKI No 1 Tahun 2021 tentang SLIP – Pasal 27 



 
SYARAT PERMINTAAN INFORMASI 

 

NO PEMOHON INFORMASI IDENTITAS WAJIB 

1 Perorangan 
Fotokopi KTP atau surat keterangan 
kependudukan dari Dispenduk setempat 

 
2 Badan Hukum 

Fotokopi akta pendirian badan hukum yang 
telah mendapat pengesahan dari 
Kemenkumham RI 

 
3 Kelompok Orang 

Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda 
penduduk atau surat keterangan 
kependudukan pemberi kuasa 

Sumber : PerKI No 1 Tahun 2021 tentang SLIP – Pasal 27 



PERSYARATAN TIDAK 
LENGKAP 

Pemohon dapat menyerahkan 
perbaikan Permintaan Informasi 
Publik dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat 
keterangan tidak lengkap diterima 
Pemohon Informasi Publik 

 
Sumber : PerKI No 1 Tahun 2021 tentang SLIP – Pasal 33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
13 



14 

 
(Pasal 49 Ayat 1 PerKI No. 1 Th 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ppid.jatengprov.go.id @ppid_jateng @provjateng @Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

http://ppid.jatengprov.go.id/


15 

 
(Pasal 49 Ayat 2 PerKI No. 1 Th 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 

 
 
 

 
Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib: 
a. Menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang 

akan dilakukan Pengujian Konsekuensi; 
b. Mencantumkan undang-undang/dasar hukum yang dijadikan 

dasar pengecualian; 
c. Mencantumkan konsekuensi; dan 
d. Mencantumkan jangka waktu. 

 
 
 

 



17 

PEMBERIAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
Pasal 50 ayat (1) dan (2) PERKI No. 1 Tahun 2021 

 
 

 

SELURUH DOKUMEN 
DIKECUALIKAN 

Dalam hal seluruh Informasi dalam 
suatu doku men Informasi Publik  
dinyatakan sebagai Informasi yang 
dikecualikan, PPID dilarang membuka 
dan memberikan salinannya kepada   
publik   

 
 

 
Dalam hal terdapat Informasi tertentu 
dalam suatu dokumen Informasi 
Publik dinyatakan sebagai Informasi 
yang dikecualikan, PPID 
menghitamkan atau mengaburkan 
materi Informasi yang dikecualikan 
dalam salinan dokumen Informasi 
Publik yang akan dibuka dan diberikan 
kepada publik. 

 

 
17 

INFORMASI DALAM 
DOKUMEN DIKECUALIKAN 



Kewajiban Badan Publik 

Pasal 7 UU No. 14 Th 2008 

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik 
yang berada DI BAWAH KEWENANGANNYA kepada Pemohon Informasi Publik, selain 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.” 

CATATAN !!! 
 

 

 

 
Sebaiknya masing-masing SKPD / BUMD FOKUS dengan 

INFORMASI PUBLIK YG BERADA DI BAWAH 
KEWENANGANNYA. 

 
DRAFT UJI KONSEKUENSI YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PPID 

PROVINSI, INFO YG DIKECUALIKAN SUDAH SESUAI 
TUPOKSI/KEWENANGAN 



18 19 

CONTOH PENYAMPAIAN DOKUMEN YANG DI DALAMNYA 
TERKANDUNG INFORMASI RAHASIA PRIBADI 

 
 

 

DIHITAMKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 

UJI KONSEKUENSI SESUAI UU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



23 

PERKI 1 / 2021 
MENAMBAH 2 SOP 

1. SOP Pengumuman 
2. SOP Permintaan Informasi Publik 
3. SOP Pengajuan Keberatan 
4. SOP Penetapan dan 

Pemutakhiran Daftar Informasi 
Publik 

5. SOP Pendokumentasian Informasi 
Publik 

6. SOP Maklumat Pelayanan 
Informasi Publik 

7. SOP Pengujian Konsekuensi; 
(Pasal 23 ayat 2) 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


